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M eningkatnya perpindahan pengungsi dan pencari suaka di berbagai belahan dunia, terutama melaui laut,
diikuti dengan kasus kematian mereka di laut. Tidak hanyaitu, nasib pengungsi dan pencari suakajuga
diperparah dengan tindakan negara yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk menyelamatkan
pengungsi dan pencari suaka, bahkan tidak mengizinkan mereka untuk masuk ke wilayahnya, dengan
mendorong perahu pengungsi tersebut ke laut. Walaupun praktik negaraitu baru mendapat perhatian pada
krisis pengungs di Laut Mediterania, Indonesia, Malaysia, dan Thailand juga juga melaksanakan praktik
push-back policy terhadap para pengungsi Rohingya. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji keberlakuan
hukum internasional dalam praktik Indonesia, Malaysia dan Thailand pada krisis pengungsi di Laut
Andaman dan Teluk Bengal dengan menggunakan metode yuridis-normatif. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa pada praktiknya ketiga negara tersebut tidak melaksanakan kewajibannya dalam hukum internasional
untuk menyelamatkan persons in distress di laut terlepas dari status maupun kewarganegaraannya, serta
prinsip non-refoulement, dan temporary rights of disembarkation. Dapat disimpulkan bahwa negara lebih
enggan untuk melaksanakan kewajibannya dalam menyelamatkan persons in distress karena personsin
distress tersebut adalah pengungsi dan pencari suaka.

...... The increasing number of refugees and migrants crossing international boundaries by seaisfollowed by
the cases of casualties, even deaths, in the middle of the sea. Besides, the fate of refugees and asylum-
seekersthat are crossing the seais worsened by States that do not comply with their international obligations
to rescue them, even by not allowing them to enter to the States territory and pushing them back or towing
the boats back to the sea. Although such practices were just recognized in the refugee crisisin
Mediterranean Sea, Indonesia, Malaysia and Thailand also did push-back policy towards Rohingya refugees
that are moving by boats. This article aims to analyze the implementation of international law in the practice
of Indonesia, Malaysia, and Thailand in the Andaman Sea and Bengal Bay Refugee Crisis. The result shows
that in practice, those countries do not comply with their international obligations to rescue people in
distress at searegardless of their status or nationality, as well as the principle of non-refoulement and
temporary rights of disembarkation. It can be concluded that States are more reluctant to fulfill its obligation
to rescue personsin distress at sea when they are refugees and asylum-seekers.
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